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Hendakfafi dengan nikmat Allah SW, yang Ramu terima (ilimu
pengetahuan, Resehatan, Rekayaan, dan [ain-lain). Pergunakanlah
sebaik-baiknya untuk mencapai Rebahagiaan kehidupanmu diakfirat
dengan tidak melupakan fungsi kehidupan di dunia, maka hendaklah
Ramu berbuat baik terhadap sesama manusia dan Rembalikanlah
dinimu untuk, tidak berbuat bencana dibumi ini, sesungguhinya Allah
SWHT benci kgpada orang yang berbuat melampaui batas.

(Q.S : Al-Qasas ayat 77)

Kuﬁeutiﬁgu sejenak langkahRu

Untuk memuji nama-Mu Ya Allah. .. Ya Illahi Robbi. .. terima kasih atas
nikmat yang Rau anugerahkan

Tanpa mampuku menghitungnya

Syukur atas ifmu yang bermanfaat bagiku

Hingga menghantarkan aku pada tesis ini

Semua karena usahaku

Tapi dibalik semua itu takkan pemah bisa Rugapai mimpiku
Ini tanpa Ridho-MU

Karena ditangan-MUlah Semua Kekuasaan berada
Ya........ Allah restuilah aku.

Kupersemﬁaﬁﬁgn setitik Reberhasilan dan baktiku ini sebagai tanda
cinta atas segala doa dan cintamu serta tetesan Reringatmu

®Papa, mama, dan AdiR-AdikRu tersayang.

Terima Rasih atas segala perhatian, pengorbanan, dukungan

serta Rasih sayang Ralian sehingga tercapai cita-citaku

Amin.........

S esungguhnya sesudah Resulitan itu ada Remudahan
Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan,

Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah
hendaknya kamu berharap

Q.S. Alam Nasyrak : 6-8)

Riza Kestra Pernata
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Dengan Rahmat Allah SWT yang selalu melimpahkan karunia-Nya serta

memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis, akhirnya tesis yang berjudul
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narapidana di Indonesia sangatlah umum dimata masyarakat khususnya di Sumatera

Barat, maka dengan bantuan Allah SWT di sin1 penulis memiliki kesempatan untuk
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PELAKSANAAN POLA BINAAN MELALUI KONSEP “LABOR EDUCATION”
DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS 11 A PADANG

Oleh: Riza Kestra Pernata
( Di bawah Bimbingan Dr. Ismansyah, SH. MH dan Yoserwan, SH. MH. LLM )

ABSTRAK

Salah satu bentuk pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di
Indonesia adalah pembinaan kemadirian atau pembinaan keterampilan bakat/ kerja yang di
kenal dengan istilah Labor Education. Manfaat yang dapat di peroleh dengan penerapan
Labor Education ini yaitu bermanfaat bagi warga binaan Pemasyarakatan agar kelak
setelah lepas dari masa hukumannya hasil pembinaan keterampilan yang di dapat semasa
berada di Lembaga Pemasayarakatan tersebut dapat di praktek kan di luar. Dari Uraian di
atas, ada beberapa permasalahan yang di bahas, yaitu Bagaimana Penerapan Konsep
Labor Education melalui penerapan pola binaan terhadap warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 11 A padang, Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Padang, dan Apakah usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka penanggulangan
hambatan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A
Padang. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum
sosiologis yaitu penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data primer.
Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan baik data primer maupun sekunder,
ditarik spatu kesimpulan yang kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan
mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan
sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dengan dilakukan penelitian, telah berhasil
menjawab permasalahan yang di kemukakan di atas, bahwa Pada dasamya pelaksanaan
pembinaan keterampilan kerja khususnya melalui penerapan konsep Labor Education di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Padang sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat pada
pelaksanaannya di dalam prakteknya. Sedangkan hambatan yang di hadapi dalam
pelaksanaan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IT A
Padang yaitu: Masalah Dana, Kemauan dani Warga Binaan Pemasyarakatan, Masalah
Pemasaran dari Hasil Kerajinan Warga Binaan, Kurangnya Promosi Hasil Kerajinan ke
Luar, Masalah Sarana/ Peralatan Pembinaan Keterampilan. Adapun usaha yang dilakukan
dalam rangka penanggulangan hambatan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Padang yaitu: Dalam hal Pendanaan, melakukan kerja sama
dengan pihak luar. Bagi warga binaan Pemasyarakatan yang kurang berkemginan untuk
mengikuti pembinaan keterampilan, memberikan pemahaman kepada warga binaan
tersebut. Masalah pemasaran dari hasil kerajinan warga bnaan, melakukan upaya dengan
cara membuat proposal kerja sama. Kurangnya Promosi hasil kerajinan warga binaan
Pemasyarakatan, mempromosikan hasil kerajinan warga binaan tersebut kepada
masyarakat luas. Masalah Sarana/ Peralatan Pembinaan Keterampilan, memanfaatkan
sarana atau peralatan yang ada ini sebaik-baik mungkin.




BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis,
terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan unr'uk melakukan
pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari
proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik
temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi
baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan
mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori
tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan
hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert 1, Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang
masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni
pandangan retributif (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view).
Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap
perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini
melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan
atas dasar tanggung jawab morainya masing-masing. Pandangan ini dikatakan

bersifat melihat ke belakang (backward-looking). Pandangan untilitarian melihat



pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi
atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak,
pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan
di pibak lain pemidanaan ifu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari
kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan
berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan
(detterence).'

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang dewasa
ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau
banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pemikir atau para
penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang
dasar pembenaran atau tentang rechtvaardigingsgrond” dari suatu pemidanaan, baik
yang telah melihat pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun
yang telah mengaitkan pemidanaan itu dengan tujuan atau dengan tujuan-tujuan yang
ingin dicapai dengan pemidanaannya itu sendir.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan itu ternyata
tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau di antara para
penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin

dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1 . 5.a% E i .
Zainal Abidin, Pemidanaan, pidana, dan tindakan dalam rancangan K UUHP 2043,
Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 10

2 _

* Ihid.




1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.

72 Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk
melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang
dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.’

Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan
maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang
diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Perumusan tujuan
pemidanaan merupakan tujuan yang bersifat operasional, walaupun mungkin
perumusannya dilakukan secara umum. Perumusan tujuan operasional ini
dimaksudkan untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh manakah sarana yang
berupa pidana atau tindakan yang ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan.’

Pidana penjara (imprisonment) merupakan hukuman yang membatasi
kemerdekaan seseorang yang berupa kurungan. Hukuman penjara lebih berat dan
kurungan, karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan
lebih ringan, karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan
karena kelalaian. Hukuman penjara ditujukan kepada pemjahat yang menunjukkan
watak buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu har1 dan maksimum

seumur hidup.’

S P AY¥ Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, him 22-23.

* Dioko Prakoso, Hukum Penitensier Indonesia. Liberty Yogyakarta Semarang. 1988,
him. 44,

S |_eden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him. 108.




Pidana penjara yang merupakan pidana hilang kemerdekaan yang diatur
dalam Gestichtenreglement (Reglement Penjara) Stbl. 1917-708 sebagai pelaksana
dari Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan jenis
pidana yang terpenting dimana pemunculan jenis pidana imi sehingga terbentuk
menjadi rumusan pasal dalam KUHP tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan
orang selama ini, artinya pidana penjara ini tidak muncul begitu saja melainkan
tumbuh secara evolusi dan menghabiskan waktu berabad-abad lamanya.

Perlu diketahui bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana
penjara sebagai pidana (hukuman), tumbuhnya bersamaan dengan sejarah
pertumbuhan system perlakuan terhadap terhukum (narapidana) serta bangunan-
bangunan yang khusus didirikan dan dipergunakan untuk menampung para terhukum
yang kemudian dikenal dengan nama “Bangunan Penjara”°

Fungsi hukuman sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui
rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan,
dari satu cara vang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan
kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan mndividu
lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan
terus berubah dan berkembang ke arah fungsi hukum (khususnya hukuman penjara)

sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

6 A Widiada Gunakaya Sejarah dan Konsepsi Pemasvarakatan, Armico, Bandung, 1088,
hlm. 15-16.




Perubahan dan perkembangan sistem hukuman penjara ke arah pendidikan
dan pembinaan adalah berkat perkembangan dalam hukum pidana dan lebih-lebih
setelah lahirnya kriminologi, dan tidak dapat dilupakan perjuangan seorang Inggris
yang bermama John Howard yang tanpa memikirkan keselamatan pribadinya
berjuang meringankan penderitaan di penjara-penjara di Inggris.

Karya besar John Howard “The State of The Prison In England and Wal-es ot
yang awal kalinya diterbitkan pada tahun 1777, dipaparkan lagi untuk diambil
manfaatnya di dalam studi  Sejarah Lembaga Pemasyarakatan serta
perkembangannya, bersama-sama  dengan pembahasan khusus mengenai
perkembangan Sistem Pembinaan Narapidana dan Pembinaan Narapidana Di
Indonesia dengan Sistem Pemasyaral-catan.7

Hukum acara pidana diciptakan untuk memudahkan aparat untuk melakukan
penegakan hukum, dalam hal mni adalah hukum pidana. Penegakan hukum pidana
dilaksanakan dalam suatu sistem yang disebutkan dengan sistem peradilan pidana.
Pelaksanaan sistem peradilan pidana secara universal di bagi dalam tahap-tahap,
yakni, tahap penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana. Tahap
penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, peradilan oleh hakim, dan

pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan.®

" Spediono Dirdjosisworo, Sejarah dam Azas-Azas Pemologi Pemasyarckawm, Amico,
Bandung. 1984, him 11-13

* M. Yahva Ikhran Harahap, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana dan Tahanan di
Lembaga pemasyarakatan dan di Rumah Tahanan Negara, Padang, 2007, him.1-2.



Dalam menjelaskan arti suatu lembaga, biasanya orang mencoba membuat
suatu rumusan mengenai arti lembaga tersebut. Demikian pula dengan lembaga
hukum pidana maka untuk menjelaskan tentang arti sebenamnya dari hukum pidana
itu, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan hukum
pidana.9

Lembaga-lembaga tersebut oleh undang-undang diberikan tugas dan
kewenangan yang berbeda-beda. Penyidik melakukan penyidikan secara umum tugas
dan kewenangannya adalah mencari dan mengumpulkan bukfi. Penuntut umum
dengan tugas atau kewenangan secara umum melakukan penuntutan dengan jalan
membuat dakwaan dari bahan bukti yang berasal dari pihak penyidik. Hakim dalam
tahap peradilan secara umum tugas dan kewenangannya adalah memberikan putusan
mengenai salah tidaknya seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa oleh
penuntut umum dengan terlebih dahulu melalui proses pembuktian. Terakhir
Lembaga Pemasyarakatan dengan tugas dan kewenangan secara umum pelaksanaan
pidana agar terpidana dapat kembali ke masyarakat (resosialisasi)."’

Telah merupakan suatu kodrat bahwa manusia dalam memenuhi fungsi
kehidupannya selalu dihadapkan pada adanya pertentangan-pertentangan sifat.
Sehingga mau tidak mau dalam membentuk pribadinya masing-masing dengan
menggunakan budi pekerti serta keinsyafan batinnya ia harus menimbang rasa,

memilih nila-nilai yang berguna baginya dalam pergaulan hidup masyarakat.

® PAF VLamintang Dasar-dasgr Hukum Pidoma Indonesia, Citra Aditya Babkti 1083,
Bandung_ hlm 2
' M. Yahya lkhran Harahap, Loc. cit.




Pertentangan-pertentangan sifat inilah kiranya yang menimbulkan paradoks dalam
kehidupan manusia. Sehingga tidaklah mengherankan, jika pada suatu saat kita
berbicara mengenai Hak Asasi Manusia."’

Hak Asasi Manusia bukanlah hanya suatu istilah pemanis belaka yang ada
dalam kamus Negara hukum yang mengakui adanya hak-hak kemanusiaan dengan
s;egala keberadaannya. Oleh karena itu hak asasi manusia haruslah betul-betul
diwujudkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bemegara.'2

Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan
koﬁsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang
memerintah adalah hukum, bukan manusia. HAM dan demokrasi merupakan
konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban
manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai
hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat
kemanusiaannya, sebab hingga saat in1 hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang
terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal,
terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh
negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Sebagai konsekuensinya, di samping karena sudah merupakan tugas pemerintahan,

kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal im

' Dioko Prakose, Op. Ciz hal |
2 A Widiada Gunakaya Op. cit. him 9-11.



dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional
tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara
terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ke tiga mstrumen
tersebut. Konsekuensinya, negara-lah yang terbebani kewajiban perlindungan dan
pemajuan HAM Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran
“Menimbang” baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Pohtik
maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam
Hukum Nasional, Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama
Pemerintah."

Demikian pula terhadap para pelanggar hukum yang telah dianggap tersesat
jalan hidupnya karena melakukan suatu kejahatan, walaupun demikian adanya dalam
hal pemberian dan pelaksanaan pidananya serta dalam memperlakukan mereka
sebagai pelanggar hukum harus senantiasa dilandasi prinsip-prinsip hak-hak
kemanusiaan tadi.

Atas dasar itu lah Pemerintah Indonesia dalam memperlakukan para pelanggar
hukumnya tidak lagi mempergunakan sistem kepenjaraan sebagai dasar
perlakuannya,'’ yang nyata-nyata dalam sistem tersebut mempergunakan prinsip

balas dendam dari Negara terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, di

13 Jimly Asshiddigie, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, National Converence Corporate
Forum for Community Development Jakarta, 2005, him 19
" K onvensi Bandung, Konferensi Dinas Direkiorat Pemasyarakatan, Bandung, 1964.




samping pada waktu itu politik kriminal yang di terapkan oleh Negara memang

menghendaki efek jera dari pelanggar hukumnya melalui penyiksaan-penyiksaan
yang dilakukan oleh petugas penjara dengan maksud agar mereka menjadi jera dan
tidak lagi melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian diharapkan agar
kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masyarakat dapat diberantas secara
keseluruhan. .

Telah digantinya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan
dimaksudkan bahwa selain untuk merumuskan dari pidana penjara, pemasyarakatan
juga merupakan suatu sistem pembinaan atau suatu metodologi dalam bidang
treatment of offenders yang multilateral oriented dengan menggunakan pendekatan
yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada pada narapidana yang bersangkutan,
juga pada masyarakat sebagai suatu keseluruhan (masyarakat di ikutsertakan dalam
membina dan mengintegrasikan narapidana di dalam masyarakat, sehingga disebut
dengan masyarakat Pembina).”” Tidak hanya di Indonesia, bahkan hampir seluruh
dunia, Negara-negara yang menjunjung tinggl Hak Asasi Manusia juga telah
mengubah cara maupun sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukumnya.'®

Untuk mengatur agar hak maupun kewajiban pihak lain dapat saling harga
menghargai, maka peraturan ataupun hukum harﬁs selalu ada di dalam kehidupan
bermasyarakat di antaranya hukum pidana dan hukum acara pidana. Pelaksanaan

hukuman pada orang yang telah dijatuhi putusan oleh hakim yang telah mempunyai

15 Majalah Foram Keadilan Pemberlakuan Sistem Kepenjaraan Ko Pemasvarakatan, No 24
Tahun 1990
% Jimly Asshiddiaie, Op. cit. him. 23.



kekuatan hukum yang tetap harus berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan dan
berbeda sekali dengan sistem yang dipakai sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan yang
berdasarkan kepada Reglement Penjara Stb 1917 No. 708 yang mana sistem
pembinaannya lebih menekankan kepada unsur pembalasan, sedangkan menurut
sistem pemasyarakatan berdasarkan kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
lebih banyak menitik beratkan keﬁada masalah pembinaan.

Narapidana yang menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan,
tempat ini bagi mercka bukan saja merupakan fempat pengasingan, tetapi juga
merupakan tempat pembinaan dengan tujuan secara berangsur-angsur mereka di didik
agar terampil dan di bimbing ke jalan yang benar. Diharapkan setelah selesai
menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali ketengah-tengah
keluarga maupun masyarakat yang dapat mengabdikan dirinya kepada bangsa dan
Negara.

Pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sangat
beragam bentuknya mulai dari pembinaan mental, pendidikan, kerohanian dan masih
banyak lagi. Hal i1 telah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Undang-Undang
Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan secara jelas sistem
pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu bentuk pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan
di Indonesia adalah pembinaan kemadirian atau pembinaan keterampilan bakat yang
dikenal dengan istilah Labor Education. Disini manfaat yang dapat di peroleh dengan

penerapan Labor Education im yaitu bermanfaat bagi warga binaan Pemasyarakatan
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agar kelak setelah lepas dari masa hukumannya hasil pembinaan keterampilan yang di
dapat semasa berada di Lembaga Pemasayarakatan tersebut dapat di praktekkan di
luar agar mantan warga binaan tersebut dapat lagi bersosialisasi dengan masyarakat
luas dan dengan keahlian yang di dapat ini berguna sebagail mata pencahariannya agar

tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Penerapan konsep Labor Education/ ﬁembinaan keterampilan telah terlaksana
dengan dipelopori melalui kongres PBB tahun 1955 yang telah mengeluarkan
ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan dalam Standard
Minimum Rules for Treatment of Prisoners. Terdapat 95 pasal yang harus menjadi
ketentuan dari Negara-negara anggota dalam memperlakukan tahanan, tidak
terkecuali di Indonesia vang telah menjadi salah satu anggota PBB."

Di Indonesia penerapan konsep Labor Education/ pembinaan keterampilan
kerja telah terlaksana dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, dengan salah satu azasnya bertujuan agar warga binaan
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapatkan bimbingan yang
diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan,
keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah
agama. Penerapan konsep Labor Education telah terlaksana dengan diberlakukannya

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999

17 Wahsite Hukum Online http:/fAwwnw banmanhukum org/, (terakhir dilmninngi tanggal 21
September 2008)
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dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 dalam bentuk pemberian
keterampilan dan pendidikan.

Oleh karena itu dari penjelasan di atas penerapan konsep Labor Education
atau pembinaan keterampilan kerja pnarapidana khususnya di Lembaga
Pemasyarakatan dalam bentuk mendidik warga binaan dalam hal keterampilan
ketenagakerjaan dengan tujuan untuk menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat.
Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 3] Tahun‘ 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka bagaimana fakta yang
sebenarnya terjadi dalam penerapan sistem pemasyarakatan di indonesia khususnya di
Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana, maka dari itu penulis
tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pelaksanaan pembinaan
terhadap narapidana khususnya dalam penerapan konsep Labor Education/
keterampilan kerja dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan, maka dari itu
dalam penelitian ini penulis akan memberikan judul yaitu “Pelaksanaan Pola
Binaan Melalui Penerapan Konsep Labor Education Dalam Pembinaan

Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang™.

12




B. Perumusan Masalah

Dalam tesis ini perumusan masalah yang akan dibahas adalah :
1. Bagaimana Penerapan Konsep Labor Education melalui penerapan pola

binaan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas T1A Padang ?

2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penerapan

Konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang ?

3. Apakah usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka penanggulangan
hambatan-hambatan pelaksanaan penerapan Konsep Labor Fducation di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang?
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan tesis ini
adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Labor Education melalui
penerapan pola binaan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan
kelas 11 A padang.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan
penerapan konsep Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A

Padang.

, MiILIK i
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3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka penanggulangan
hambatan-hambatan penerapan Konsep Labor Education di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi
sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya
menyangkut terhadap penerapan konsep Labor Education terhadap
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan
masukan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan khususnya dan
mahasiswa pada umumnya dalam menanggulangi hambatan dalam
penerapan konsep Labor Euication di Lembaga Pemasyarakatan .

Dengan penelitian ini khususnya dalam penerapan konsep Labor
Education dapat menjelaskan bagaimana semestinya menjalankan konsep
Labor Education di Lembaga Pemasyarakatan dalam bentuk tindakan

yang berupa kegiatan-kegiatan yang scharusnya dilakukan.
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E. Kerangka Teoritis dan Kerangka konseptual
1. Kerangka Teoritis.

Dalam penulisan penelitian ini adapun teori yang digunakan yaitu teori
Pemidanaan, yang mana salah satu pembagian teorinya yaitu teori Rehabilitasi
yang mana menyebutkan, dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan,
tidak saja dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau :
penjeraan semata, tetapi ada kegunaan tertentu. Di dalam penjatuhan pidana,
dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang
kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya seseorang itu di tempatkan dalam suatu
tempat tertentu.

Penempatan dalam bentuk membatasi kemerdekaan seseorang
memiliki tujuan tertentu, yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat
berperilaku sewajamya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang
berlaku di masyarakat, lebih tepatnya kalau di katakan seseorang yang di
jatuhi hukuman itu hendak di rehabilitasi perilakunya.

Dalam hal ini seseorang itu dianggap sakit sehingga perlu di
rehabilitasi. Sebagai suatu teori, tujuan pemidanaan menurut teori rehabilitasi
seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial
dan dibiarkan di sana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang
direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap

sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.
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Hal ini seperti yang dikatakan oleh Silving, pandangan teori

rehabilitasi menghendaki agar terpidana dapat mengubah kepribadiannya,
sehingga tidak lagi mempunyai kepribadian yang jahat tetapi menjadi orang
yang baik. Disamping itu, pandangan teori rehabilitasi ini juga menyatakan
pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan itu, guna
merehabilitasi si terpidana sehingga ia dapat mengubah kepribadiannya, agar
dapat diharapkan menjadi orang baik yang taat kepada hukum untuk waktu-
waktu selanjutnya.

Sehubungan dengan itu John Kaplan menyatakan, pandangan
rehabilitasi mengajarkan, bahwa kita harus melakukan tindakan kepada tiap-
tiap pelanggar sebagai seorang individu dengan mengetahui sebanyak
mungkin apa keperluan dan masalah mereka, sehingga kita dapat melakukan
tindakan secara efektif terhadap mereka."®

Disamping teori di atas teori lain yang digunakan dalam penulisan ni
adalah Teori Sistem Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo
tentang hukum sebagai pengayoman. Hal mi membuka jalan perlakuan
terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana
penjara.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh

Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27

' patrs frwan Pandiaitan dan Samuel Kikilaitety Pidana Pemjarg Mon Kemana, CV Indihill

COQ, Jakarta. 2007, him. 20-22.
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april 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia

dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu permyataan di samping
sebagai arah dan tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk
membimbing dan membina.

Amanat Presiden Rl dalam Konferensi Dinas menyampaikan arti
penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu mengubah
nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini
amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang han lahir
Pemasyarakatan Rl pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam
Pemasyarakatan Indonesia."’

Di dalam teori Sistem Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh
Sahardjo tersebut memuat prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan
yaitu:m

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup
sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dar1 Negara.

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan
dengan bimbingan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau

lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

¥ Dwidia Privatno, Sistem Pelaksamaan Pidana Penjarn di Indnnesin, Refika Aditama

Bandung, 2006 him_ 97-98

2 Ibid.



_ Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus
dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari
masyarakat.

. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat
mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga
atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk
kepentingan Negara.

. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana
bahwa itu penjahat.

. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu

hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan.

Selain dari teori yang telah dikemukakan di atas adapun teori lain yang

dapat diterapkan dalam penelitian i1 yaitu dengan menggunakan teor tentang

Tujuan atau Doeltheorieen, yakmi teori yang berusaha mencan dasar

pembenaran dari suatu pidana itu semata-mata pada satu tujuan tertentu,

dimana tujuan tersebut dapat berupa:”" .

1. Teori pencegahan umum atau Aigemenee Preventie Theorieen, yang

ingin mencapai tujuan dari pidana yaitu semata-mata dengan

2'p AF Lamintang op, £32 him 27
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membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan
kejahatan-kejahatan dan

2. Teori pencegahan khusus atau Bijzondere Preventie Theorieen, yang
ingin mencapai tujuan dari pidana itu dengan membuat jera, dengan
memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi

tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi.

2. Kerangka Konseptual.

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian,
maka penulis akan memberikan batasan pengertian terhadap judul penelitian
diatas:

a. Labor Education

Kata Labor dalam kamus bahasa inggris berarti pekerja atau buruh.”
Sedangkan kata Education dalam kamus bahasa ingeris berarti pendidikan.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa arti kedua kata labor education tersebut
yaitu pemberian pendidikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada para
narapidana berupa keterampilan yang dapat digunakan setelah para
narapidana tersebut bebas dari masa hukumannya agar dapat bersosialisasi di

dalam masyarakat. ,

Z John M Echols, Hassan Shadily, Kamus Rahasa Inggris, PT Gramedia, Jakarta 1976 him
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b. Pembinaan

Pembinaan adalah berasal dari kata “bina™ yang berarti membangun
atau mendirikan, atau dapat juga berarti “mengusahakan supaya lebih baik
(maju, sempurna dan sebagainya).”* Kata “bina” bila diberi imbuhan “pem-
an” berarti 1) proses, cara, perbuatan membina, 2) pembaharuan,
penyempurnaan, 3) usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik **
¢. Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman di
dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan Hakim
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”’

d. Lembaga Pemasyarakatan

Adapun pengertian Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”’
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari
pada pelaku tindak pidana itu mulai darn proses yang pertama kali sampai
menjalani hukuman yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu,

tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya

Pustaka,

% Pycat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Beser Bahasa Indomesio, Balat
Fdisi Ketiga, 2001, him. 627

* Jbid, him.152.

f Dwidja Priyatno, Op. cit. him. 57.

7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” Lembaran Negara R.I.

Tahun 1995 Nomor 77, Pasal 1 Ayat 3.



berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal
ini diatur pada Pasal 1 butir 14 KUHAP.

1. Terdakwa yaitu seseorang tersangka yang dituntut dan diperiksa serta
diadili di sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 15
KUHAP.

2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hal im

diatur dalam Pasal 1 butir 32 KUHAP.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitan Hukum
Sosiologis (Empiris)®® vaitu penelitian yang langsung di lapangan untuk
memperoleh data primer.
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IT A

Padang yang terletak di kota padang.

himé6

3 Qpeionn Spekanto, Pengantar Pemelitian Hukum, Universitas Indonesia lakarta 1084,
&'




3. Jenis Data
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dalam hal ni
penulis melakukan wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 11 A Padang dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
A Padang.
b. Data Sekunder
Yaitu merupakan penunjang untuk memperkuat data primer yang
penulis peroleh dengan mempelajari dari bahan kepustakaan.
1. Bahan Hukum Primer.
Yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian
kepustakaan berupa:
a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan
pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan.
¢. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.
d. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, The First
United Nations (Congress the Prevention of Crime and the

Treatment of Offenders.
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2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan berupa buku, makalah, jurnal maupun hasil
penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ditehti.
3. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum lainnya yang memberikan data penelitian
seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa

Inggris, Kliping dan Majalah.

4. Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara diperoleh dengan melakukan wawancara kepada petugas
Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan
dengan cara tanya jawab lisan. Dalam wawancara ini dilakukan secara
terstruktur dengan sistem terbuka yang berkaitan dengan penelitian mi.
b. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan teknik pengumpuian data yang dilakukan
terhadap data sckunder yaitu mempelajari buku-buku yang berkaitan

dengan Lembaga Pemasyarakatan.

23



5. Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dari cirl yang
sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),
kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat yang sama.”’

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, dalam
suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap
populasi, akan tetapi dilakukan pada sampel.”’

Mengingat populasi di dalam penelitian ini maka teknik sampling
yang digunakan teknik non probality sampling yakni pengambilan sampel
ini dilakukan dengan cara semua keputusan terletak di tangan peneliti
dengan demikian tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk
mengukur sampai seberapa jauh sampel yang diambil mewakili populasi,
jenis dari non probality sampling yang penulis gunakan adalah purposive
sampling karena dalam penelitian in1 penulis memilih sampel berdasarkan
pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian yang penulis temui di

lokasi penelitian.™

¥ Rambang Sugono, Metodologi Penelition Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta 2007,
him 118

* Ibid

' Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, him. 91.
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6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder didapatkan melalui penelitian yang
telah dilakukan, kemudian data tersebut diolah melalui tahapan sebagai
berikut :

a. Editing Data.

Memeriksa keseluruhan data yang sudah terkumpul melalui teknik
pengumpulan data di atas, lalu data tersebut dikelompokkan sesuai dengan
kebutuhan, Data diteliti untuk menentukan kebenaran jawaban yang
diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relavansinya
bagi penelitian. Jika ditemukan ada kesalahan, akan diperbaiki sehingga
diharapkan data dimaksud dapat dipergunakan untuk menjawab
permasalahan.

b. Coding.

Data yang telah diedit, dikelompokkan ke dalam bagian-bagian yang
telah ditentukan klasifikasinya sesuai dengan masalah yang dirumuskan
kemudian diberi kode. Dengan mengelompokkan data akan memudahkan

kegiatan untuk menganalisis data.
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¢. Analisa Data

Setelah data diperoleh atau dikumpul dari penelitian maka dalam
menganalisis data tersebut penulis analisis secara kualitatif, yaitu dengan
mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti sehingga

diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.*

2 Manhew B Milee dkk_ di terjemahkan oleh Adrian dnalisa Data Knalitorif, Universitas
Indonesia. Uit Press. Jakarta, 1922 hal 15-16
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan adalah
merupakan uﬁit pelaksana dari sistem Pemasyarakatan. Berbicara mengenai Lembaga
Pemasyarakatan yang dulu sering disebut dengan penjara dan pembinaan narapidana
di dalamnya, pada dasamya adalah membicarakan tentang “sistem hukuman”, suatu
cara yang merupakan alat untuk mengatasi anggota-anggota masyarakat yang
melanggar kaedah-kaedah hukum di suatu negara tertentu.”

Istilah hukuman penjara sifat dan corak untuk memperlakukan orang-orang
yang dihukum penjara ini mengalami perkembangan dan merupakan suatu rentetan
perjuangan panjang dalam perkembangan hukum pidana di berbagai negara, dan
kriminologi sangat besar peranannya dalam mengubah cara berpikir penguasa dan
masyarakat umum dalam memberi makna tentang maksud dan tujuan sebenarnya dari
pidana penjara tersebut.

Sejak abad ke-18 terlihat adanya suatu perubahan yang sedang berlangsung
dalam peradilan. Dahulu hakim sedikit sekali atau sama sekali tidak memikirkan
keadaan pribadi penjahat. Apabila sudah terbukti kesalahannya, maka kewajiban para
hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa tanpa memandang keadaan si

terdakwa. Pada awalnya, hukuman (dalam segala bentuknya) merupakan pembalasan

33 S;.}&jgno Di!:djoéisxnroro, Op. ¢z, him 25 r VITHT '
| UPT PERPUSTAKAAN |
2zl | . 4
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dendam bahkan pada mula sekali dalam masyarakat yang masih sederhana, anggota
masyarakat yang dirugikan langsung membalas dengan cara menghukum orang lain
yang menimbulkan kerugian tersebut.

Adanya pandangan bahwa hukuman penjara adalah sebagai “pembalasan”,
“memuaskan rasa dendam masyarakat terhadap penjahat” dan “isolasi terhadap
penjahat sebagai tmdakan untuk melindungi masyarakat”, maka realisasi dari
pemenjaraan bersifat pemberian “penderitaan” terhadap orang-orang yang dipenjara.
Hal yang demikian tercermin dari cara pelakunya yang bengis terhadap narapidana,
bangunan-bangunan rumah penjaranya serta penelantaran kesehatan sehari-hari.>*

Keadaan tersebut dengan gamblang dan berani dituliskan oleh John Howard
dalam bukunya “7he State Of Prisons” (1777) yang telah menggambarkan keadaan
paling buruk dari kehidupan orang-orang hukuman di rumah-rumah penjara di
Inggris. Keadaan yang hampir sama dijumpai juga di berbagai negara-negara Eropa
pada waktu itu (sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19). Melihat penderitaan
narapidana di penjara-penjara dan para tahanan yang belum tentu bersalah serta
orang-orang yang hanya karena hutang meringkuk di penjara, telah mendorong John
Howard untuk melakukan perjuangan guna mengurangi penderitaan orang-orang
yang dipenjara dan yang ditahan, baik dengan protes-protesnya, tulisan-tulisannya,

bahkan secara fisik keluar masuk penjara-penjara untuk melihat dan menolong yang

3 1hid hlm_30
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ia dapat lakukan, sehingga dalam dunia “penology” John Howard dipandang sebagai
tokoh pembaharuan sistem kepenjaraan.”’

Usaha-usaha dan perjuangan John Howad tersebut mendapat sambutan dan
dukungan dari para filsuf yang sangat memperhatikan harkat kemanusiaan serta
membangkitkan perjuangan ahli-ahli penologi tentang kepenjaraan dan
perlakuan/pembinaan narapidana untuk meluruskan makna yang sebenarnya dari
hukuman penjara, yang harus menitikberatkan pada pembinaan para narapidana
(termasuk pendidikan dan sebagainya) agar mereka dapat kembali sebagai warga
masyarakat.z'(’

Setelah itu secara terus menerus dilakukan usaha untuk memperbaiki rumah-
rumah penjara di Eropa. Berdasarkan hasil karya tersebut, Pemerintah Inggris pada
waktu itu memberi kepercayaan kepada John Howard untuk menyusun naskah
Penitentiary Act yang kemudian pada tahun 1779 disahkan oleh pemerintah Inggris.
Penitentiary Act telah meletakkan beberapa prinsip sebagai pedoman kerja bagi
pelaksanaan pidana di seluruh kerajaan Inggris.

Beberapa prinsip dimaksud adalah:"’
1. Secure and sanitery structure
2. Systematic inspection

3. Abolition of fees

5 Elizabeth Gozali, Implemeniasi Sistem Pemasyarakatan dolam Rangha Pembinaan
Narapidana di l.apas Kelas I A Padang. PPS Uinand. Padang. 2002, him 12-18

* Soedjono Dirdjosisworo, Loc. Cit.

7 Elizabeth Gozali, Loc. Cir.
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4. A reformatory regime

Ke empat prinsip tersebut di atas merupakan syarat mutlak guna tercapainya
cita-cita atau kehendak akan adanya kebersihan dan bantuan pengobatan serta
pemeliharaan kesehatan bagi mereka yang bekerja berat, adanya sistem pengasingan
(solitary confinement), adanya kebiasaan untuk bekerja bagi keperluan industri di
kalangan orang-orang hukuman serta meﬁndungi mereka dari dan melakukan
pengawasan terhadap orang-orang hukuman dari gangguan-gangguan kelompok
penjahat. |

Terkesan oleh karya-karya gemilang dari John Howard, maka di Amerika
Serikat didirikanlah sebuah rumah penjara pada tahun 1790 tepatnya di negara bagian
Pennsylvania, yakni di kota Philadelphia. Pada rumah penjara di Philadelphia ini
diadakan Klasifikasi di antara orang-orang hukuman, sistem kerja produktif dan
sistem Self government bagi orang-orang hukuman, walaupun belum sempurna yang
dikehendaki. Sistem tersebut dikenal dengan System Pennsylvania™®
System Pennsylvania menghendaki agar setiap orang hukuman ditempatkan di dalam
sel nya masing-masing baik pada siang maupun malam hari. Makan dan tidur juga
dalam selnya serta tidak dapat melihat siapapun, kecuali pegawai penjara dan
pengunjung-pengunjung atau tamu rumah penjara tersebut. Selain itu, antara orang-
orang hukuman satu sama lain dilarang berbicara atau dikenal dengan istilah silent
system. Dalam sistem ini setiap bentuk tindakan preventif dilaksanakan dengan

ketamya sehingga hampir tidak mungkin bagi orang hukuman untuk dapat melihat

B 1hid.
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bentuk bangunan penjara dan kawan sesama orang hukuman. Kegiatan dalam sel nya
masing-masing adalah membuat sepatu, memintal dan menenun.”’

Dalam perkembangan sejarah kepenjaraan di Amerika, ternyata telah
menimbulkan kritik-kritik dari pelbagai pihak dalam masyarakat. Oleh karena itu,
dikembangkan suatu sistem kepenjaraan lain yang dilaksanakan di kota Auburn, New
York. Sistem ini dikenal dengan Auburn system, mengaﬁiit sistem bahwa orang-orang
hukuman pada siang hari diizinkan berkumpul bersama-sama, akan tetapi pada
malam hari diharuskan berada di dalam sel nya masiﬁg—masing. Selama berkumpul
mereka harus bekerja dan dilarang berbicara satu dengan' yang lain. Perubahan nyata
dari sistem Auburn ialah, bahwa kepada orang-orang hukuman sudah diperbolehkan
keluar sel nya pada siang hari dan dapat bekerja bersama-sama dalam kelompok.
Namun narapidana tetap tidak boleh berbicara satu sama lainnya. Perubahan-
perubahan ini tidak lebih memadai, karena pada hakekatnya pandangan terhadap
orang hukuman adalah tidak berubah, yakni mereka masih dianggap objek dari
perlakuan para petugas penjara dan bukan sebagai subyek yang harus dibina demi
kepentingan perbaikan dan masa depan orang hukuman.

Akibat dari kedua sistem di atas yang kurang memperhatikan usaha-usaha
untuk mengadakan rehabilitasi terhadap orang-orang hukuman, maka munculah
gerakan-gerakan pembaharuan yang disebut Reformatory movement. Gerakan 11
muncul sekitar sekitar tahun 1800 dan diterapkan untuk pertama kalinya oleh Kapten

Alexander Maconochie (1787-1860), Kepala Penjara di Pulau Norfolk, sebuah penjara

¥ Ihid
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koloni Inggris di Australia. Maconochie telah menetapkan Mark system atau sistem
nilai, artinya setiap orang hukuman dianggap memiliki sejumiah hutang yang ditandai
oleh sejumlah cap tertentu berdasarkan beratnya pelanggaran hukum yang telah
dilakukan, dan kepada mereka diwajibkan untuk menebus hutang-hutang tersebut
dengan melalui kerja berat dan menunjukkan tingkah laku yang baik.

Berdasarkan sistem nilai tersebut, para narapidana" di pacu untuk
mengumpulkan nilai melalui perilaku yang baik, kerja keras dan pembelajaran.
Apabila narapidana tersebut berhasil mengumpulkan nilai sesuai dengan tingkat
hukumannya, maka narapidana tersebut akan bebas dengan sendirinya.”

Pelaksanaan ke arah rehabilitasi narapidana dengan sistem pembinaan
semakin berkembang pesat. Sejak keluarnya The Universal Declaration of Human
Right telah disusun oleh PBB suatu usaha Prevention of Crime and The Offenders
yang disahkan di Swiss pada tahun 1955 menjadi Standard Minimum Rules for The
Treatment of Prisoners. Standard Minimum Rules ini antara lain menyangkut tentang
bangunan penjara (lembaga), kapasitas penampungan para narapidana dan pedoman
pembinaan atau pedoman perlakuan.

Di Indonesia pembaharuan pelaksanaan pembinaan narapidana mulai dikenal
pada tahun 1964 dengan nama “Pemasyarakatan” yang dicetuskan pertama kali oleh
Sahardjo tahum 1963 dan menyatakan, tujuan pemenjaraan adalah pemasyarakatan.

Sahardjo menganut sistem campuran antara penjeraan dan reformasi terpidana.

W 1hid
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Tujuannya dua, yaitu mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat dan membimbing

terpidana sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kemudian, pelaksanaan pembinaan narapidana dalam Undang-undang
pemasyarakatan secara tegas dinyatakan bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar
penjeraan tetapi juga sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial
narapidana. Pendekatan rehabilitasi sebagai salah satu metode pembinaan narépidana
yang digunakan, agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak
untuk melakukan tindak pidana, sedangkan pendekatan reintegrasi bertujuan
mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum,
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, soaial dan keagamaan, sehingga tercapai
kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Dengan demikian masyarakat

juga terlindungi terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana.*'

B. Sistem Pembinaan Narapidana

Upaya pembinaan/ bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem
Pemasyarakatan merupakan suatu sarana pelaksanan cara baru terhadap narapidana
untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapatl
keberhasilan terhadap narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Secara
umum dapat diketahui upaya pembinaan terhadap narapidana di kenal dengan pola

pendekatan sebagai berikut:**

A Jhid, bim 25
2 Ac Sanusi Has, Dasar-Dasar Penologi, Monora, Medan, 1977, him. 50-52



1. Pola yang menitik beratkan kepada pelanggar hukum (offence centered), dimana

dalam pola ini lebih menitik beratkan kepada pelaku tindak pidana, pola ini
disebut juga dengan pola pembinaan hukum (/egal model).

Pola yang menitik beratkan kepada penelitian terhadap kelainan dan
penyimpangan atau menganggap penyakit terhadap individu pelanggar hukum

(medical model) dan juga disebut dengan pola pembinaan medis.

. Pola yang tidak hanya mengaitkan sebatas pada pola hukum dan medis, tetapi

juga mengikut sertakan unsur-unsur dan menyelesaikan masalah kriminal
seperti jaksa, hakim, polisi, korban pembunuhan, pelaku kejahatan/ pelanggar
hukum, maupun masyarakat luas pada umumnya.

Disamping pola pembinaan yang ada, di dalam sistem pemasyarakatan juga

dikenal pentahapan-pentahapan pemasyarakatan. Pentahapan ini dilaksanakan melalui

4 tahap yang merupakan kesatuan proses yang bersifat terpadu. Proses pentahapan

tersebut antara lain:™

1.

Tahap pertama (admisi observe)

Terhadap setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan
untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirnya, termasuk sebab-sebab 1a
melakukan kejahatan/pelanggaran dan segala yang mengenai dirinya yang dapat
di peroleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja sikorban

dan serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkara.

© R A Soemadipradia, R Achmad S Soemadipradja dan Romli Atmacasmita Siczem

Pemasvarakatan Di Indonesia. Bina Cipta, Jakarta. 1979, him. 23-24.
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2. Tahap kedua (maximum security)

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah
berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa yang sebenarnya dan menurut
pendapat dewan pembina pemasyarakatan (DPP) sudah dicapai cukup.
Kemajuan tersebut antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan
patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka
kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan
ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan medium security.
. Tahap ketiga (medium security)
Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana
yang sebenarnya dan menurut DPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan
baik keadaan fisik ataupun mental dan juga segi-segi keterampilan, maka wadah
proses pembinannya diperluas dengan diperolehnya assimilasi dengan
masyarakat luas antara lain:

a. Beribadah bersama dengan masyarakat luas

b. Berolah raga bersama masyarakat luar

c. Mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum

d. Bekerja di luar, tetapi dalam pelaksanannya masih tetap berada di bawah

pengawasan dan bimbingan. »

4. Tahap keempat (minimum security)

Jika proses pembinaanya dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya/

sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat
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diberikan bebas bersyarat (voorwaardelijke invrijheidstelling) dan pengusulan

bebas bersyarat ini ditetapkan oleh dewan pembina pemasyarakatan (DPP).

Hasil pembinaan narapidana pada setiap tahap akan menentukan tahap

berikutnya sebagai mata rantai dalam pembinaan pemasyarakatan, sehingga pada saat

itu akan di dapatkan suatu titik kesempatan untuk membantu upaya pembinaan

menuju kepada sasaran sistem pemasyarakatan.

Berkenaan dengan keputusan Menteri Kehakiman RI tentang pola pembinaan

narapidana dan tahanan, tidak hanya diatur tentang teknisi pelaksanaan pembinaan

kepada narapidana dan tahanan saja mamun dapat juga dilihat tentang metode

pelaksanaan pembinaan dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala

Rumah Tahanan Negara serta seluruh petugas harus terlebih dahulu mengenal apa

yang menjadi tugas pokok mereka, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam

menyusun program pembinaan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:**

1.

2.

Tujuan kegiatan

Target keglatan

Pelaksanaan kegiatan (petugas)

Peserta kegiatan (warga binaan pemasyarakata)
Jenis kegiatan

Sarana dan biaya »
Jangka waktu dan skedul kegiatan

Monitoring dan evaluasi.

# M Vahva Harahap, Op. cit. hlm 27-28

36



Untuk mewujudkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dibutuhkan

berbagai upaya-upaya, antara lain: program pelatihan bagi petugas, program
assimilasi yang teratur dan yang mengandung manfaat tidak saja bagi narapidana tapi
juga masyarakat.

Untuk mengisi waktu narapidana agar bermanfaat, di tentukan jadwal-jadwal
kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sore harinya setiap hari. Salah satu kegiatan
yang di nilai penting dan manfaatnya besar sekali adalah program pelatihan baik itu
kepada staf pemasyarakatan maupun narapidana.

Sebagai petugas, mengikuti program pelatihan merupakan keharusan, karena
mereka langsung berhadapan dengan narapidana. Dengan kata lain, terampilnya
narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu, sangat bergantung pada keterampilan
petugas. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan, seperti: kerja besian, dan kayuan,
memainkan alat musik, komputer, olah raga bahkan bidang kesehatan.

Perlunya pelatihan untuk petugas, semata-mata demi memenuhi kebutuhan
bagi pembinaan narapidana, disamping itu juga hal ini sesuai prinsip pemasyarakatan,
yang mengatakan pekerjaan yang diberikan tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau
hanya diperuntukkan pada kepentingan jawatan atau kepentingan negara semata, akan
tetapi pelatihan itu diharapkan menjadi bekal di masyarakat.

Sehubungan pelatihan bagi petugas dan narapidana, hal #¥u menunjukkan
pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah untuk membangun sikap mental
dan masa depan narapidana. Disamping itu pula pendidikan keterampilan bertujuan

untuk membentuk manusia narapidana yang setelah bebas akan menjadi manusia



mandiri, yakni manusia yang akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan

keterampilan yang mereka peroleh selama di Lembaga F’emasg.rarakatan.45

C. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran
tentang kepenjaraan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha
reliabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan
suatu sistem pembinaan yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

Sebelum sistem pemasyarakatan muncul terlebih dahulu di Indonesia di
berlakukan sistem kepenjaraan. Konsep kepenjaraan yang berasal dari Eropa, di
bawa bangsa Belanda ke Indonesia dan diterapkan dengan memberlakukan gestichten
reglement (Reglement Penjara) Stbl 1917 Nomor 708. Sudah jelas bahwa konsep
kepenjaraan tumbuh dan berasal dari Eropa yang menganut paham liberal. Oleh sebab
itu pemberlakuan terhadap narapidana juga bersifat liberal dengan pandangan atau
falsafah liberal maka suatu sistem akan sangat mempengaruhi semua komponen dari
sistem itu. Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam sistem
kepenjaraan adalah reglemen penjara. Dasar hukum itu telah digunakan sejak tahun
1917.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang

telah dilaksanakan pada tahun 1964 semakin mantap di undangkannya Undang-

¥ Pemnc frwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo
Mengenai Pemasvarakatan Narapidana. THC. Jakarta. 2008_him 38-39
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undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang-undang
Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem
pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara
terpadu antar pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pendekatan dalam sistem kepenjaraan ini adalah sistem security approach,
artinya keamanan penjara yang diutamakan di dalam sistem tersebut yaitu narapidana
lebih cenderung dianggap objek, oleh sebab itu narapidana di ber1 nomor,
diklasifikasikan menurut berat ringannya tindak pidana yang dilakukan atau menurut
lama pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Oleh karena 1tu, narapidana
mendapatkan perlakuan sesuai dengan golongan-golongan narapidana berdasarkan
atas pendekatan keamanan (security approach) seperti golongan B-I, B-Il-a, B-1I-b,
dan B-IIl, dampak dari pemakaian sistem ini membuat pengawasan keamanan
terhadap narapidana menjadi nomor satu. Pengawasan yang ketat justru menimbulkan
rasa tidak aman bagi narapidana. Sehingga membuat narapidana menjadi kehilangan

rasa amannya (loss of security), karena setiap gerak-geriknya selalu di awasi.*®

% ¢ 1 Harsono, Dampak Psikologis Akibat Pidana Penjora, Bali Post, Balh, 1087, him &
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Security approach sebenarnya didasari dari pertimbangan politik yang

berkembang pada saat itu, sebab pada masa itu bangsa Indonesia tengah menyusun
kekuatan untuk berjuang menyiapkan kemerdekaan. Hal ini menempatkan penjara
sebagai sarana guna mendekati para tokoh politik. Tidak mengherankan jika dalam
reglemen penjara tercantum pula larangan membaca buku, majalah, surat kabar, atau
mendengarkan radio, karena dikhawatirkan para tokoh politik menggunakan media
massa sebagai upaya memupuk semangat perjuangan bangsa”

Pendekatan keamanan dalam sistem kepenjaraan telah melahirkan pandangan
bahwa narapidana yang mendapatkan pidana panjang perlu mendapatkan pengawasan
keamanan secara maksimal. Pandangan ini, kemudian diterapkan dalam perlakuan
terhadap narapidana, dengan mengklasifikasikan mereka ke dalam beberapa
klasifikasi menurut lamanya pidana.

Sejarah ringkas perkembangan kepenjaraan Indonesia, dapat dilihat dari
sistem kepenjaraan pada Zaman Kolonial Belanda, dimana dalam teorinya terkenal
dengan teori absolut dengan tujuan bahwa penghukuman itu merupakan pembalasan
dendam. Teori absolut atau teori pembalasan yang berlandaskan individu liberalis i
menganggap penjara hanya sebagai tempat pembalasan yang berbentuk hukuman
badan, hukuman badan tersebut tergolong memusnahkan, merusak raga dan Jiwa.

Cara pemusnahan raga dan jiwa bermasud melenyapkan si penjahat dan

kejahatan serta menakut-nakuti umum supaya jangan sampai meniru kelakuan si

7 1 Harsono. Sistem Pembinaan Narapidana Sebuak Komsep Pembaharnan, Bali Post
Bali, 1998, him 4
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penjahat. Memang pada zaman kolonial Belanda telah ada orang hukuman yang
dipekerjakan di Tuar tembok penjara, namun tujuannya bukanlah membina, tetapi
merupakan pamer atau memamerkan dengan kepalanya digunduli, kakinya dirantal
besar yang dijaga ketat oleh sipir.

Hal tersebut mengakibatkan pandangan masyarakat kepada orang hukuman
atau bekas hukuman menjadi negatif , mereka dijauhi dan tidak dihargai sama sekali
dengan alasan apapun, tetapi tujuan utama pemerintahan kolonial adalah sengaja
untuk memperuncing keadaan sesuai dengan politik yang di pakainya dalan
penjajahan di bumi Indonesia.

Namum setelah lahirnya sistem pemasyarakatan yang diawali dengan konsep
pemasyarakatan oleh Saharjo pada tanggal 5 Juli 1963 yang baru dicetuskan secara
resmi pada tanggal 27 April 1964 yang sekaligus ditetapkan  sebagai har
pemasyarakatan, dimana pada waktu itu sudah berada pada suasana kemerdekaan.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 17
Agustus 1945, maka pada saat itu telah mempunyai pandangan hidup dan ideologi
sendiri yaitu Pancasila seperti yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. kalau
demikian halnya maka sistem penjara yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda tidak
sesuai lagi dengan pandangan hidup serta kepribadian bangsa Indonesia yaitu
Pancasila. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 nya menyatakan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan

pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulang: tindak pidana sehingga dapat diterima
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kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Jadi sebenarnya inilah yang merupakan latar belakang lahirnya sistem
pemasyarakatan dan merupakan landasan idealnya adalah Pancasila, sedangkan
prinsip-prinsip dasar yang melandasi konsepsi pemasyarakatan tersebut adalah
sebagai berikut :

1. Setiap manusia wajib diperlakukan sebagai manusia, sekalipun ia dalam

keadaan tersesat.

2. Manusia tersesatpun memerlukan pengayoman dengan memberikan
kepadanya bekal hidup, agar dapat kembali menjadi manusia sekaligus
menjadi masyarakat yang baik dan berguna.

3. Penjatuhan pidana kepada seseorang hanyalah akan berupa berkurangnya
kemerdekaan baginya

4. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam negara, karena 1tu
tidak boleh ada siksaan rohani maupun jasmani.

5. Tobat tidak mungkin dicapai melalui paksaan, tetapi dengan pembernan
bimbingan.

6. Negara tidak berhak untuk membuat seseorang lebih jahat sebelum ia
memasuki lembaga

7. Selama menjadi seorang terpidana, ia harus dikenalkan dengan masyarakat

dan tidak boleh terasing dari padanya
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8. Pekerjaan bagi terpidana haruslah bermanfaat bagi dirinya, berguna pula
bagi pembangunan bangsa dan negara.

9. Bimbingan dan pendidikan bagi terpidana haruslah berdasarkan Pancasila.

10, Harus ada bangunan, ruangan, alat peralatan dan tenaga terdidik untuk

kepentingan pembinaan kemasyarakatan pada lembaga tersebut.*

Pendekatan keamanan sangat bertentangan dengan sistem pemasyarakatan,
sebab dalam komponennya kemasyarakatan telah mengubah tujuannya dengan binaan
dan bimbingan. Dalam Sistem Pemasyarakatan klasifikasi masih dipergunakan.
Hampir semua yang terdapat atau yang diberlakukan dalam sistem kepenjaraan masih
dipergunakan dalam sistem pemasyarakatan. Namun dalam pengawasan para
narapidana dalam tiga klasifikasi yaitu maksimal security, medium security, dan
minimum security.

a. Maksimum security diberikan kepada narapidana dalam klasifikasi B-1,
residivis, narapidana karena Kkasus subversi, pembunahan berencana,
perampokan, pencurian dengan kekerasan, beberapa narapidana yang
dianggap berbahaya atau membahayakan lembaga pemasyarakatan.

b. Medium Security diberikan kepada narapidana yang lebih ringan pidananya

atau yang masuk dalam kategori pidana berat, tetapi telah mendapatkan

% pidato Sambutan Menteri Kehakiman pada Upacara HUT Ke XVII Hari Kemasyarakatan
tanggal 27 April 1981 di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung,
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pembinaan dan penunjukan sikap serta tingkah laku yang baik selama dalam

lembaga pemasyarakatan.

c. Minimum Security adalah narapidana yang telah mendapatkan pembinaan
secara khusus dan telah dinyatakan baik untuk mendapatkan pengawasan
ringan.

Dalam sistem pemasyarakatan, perlakuan sudah mulai  berubah.
Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila,
terutama dalam perlakuannya terhadap narapidana. Pemasyarakatan juga sudah secara
tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan
narapidana ke masyarakat dengan minimal tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebab
itu pembinaan dilakukan dengan teori dan teknik pembinaan yang modem. Dengan
memberikan latihan-latihan kerja, pelajaran agama, olahraga, kesenian, dan lain
sebagainya. Apa yang dilakukan pemasyarakatan sudah lebih baik dari pada sistem
kepenjaraan.

Sistem pembinaan yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan ini
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
menerangkan bahwa pembinaannya berasaskan :

1. Asas Pengayoman, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat
dari perbuatan yang mungkin akan dilakukan lagi oleh binaannya serta
memberikan bekal hidup kepada warga binaanya agar menjadi masyarakat

yang berguna di dalam masyarakat.
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2 Asas Persamaan Perlakukan dan Pelayanan, yaitu mendapatkan
perlakukan dan pelayanan yang sama di lembaga pemasyarakatan.

3. Asas Pendidikan, yaitu mendidik warga binaannya berdasarkan Pancasila.

4 Asas Pembimbingan, yaitu memberikan bimbingan dengan berdasarkan
Pancasila dengan menanamkan rasa kekeluargaan.

5. Asas Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu pemberlakukan
sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

6. Asas Kehilangan Kemerdekaan satu-satunya penderitaan, yaitu
penempatan warga binaan yang harus selalu berada di lembaga
pemasyarakatan sampai waktu yang telah ditentukan.

7. Asas Berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu.

Kemudian Pasal 3 dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan menjelaskan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan ialah:
“Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat
dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat
yang bebas dan bertanggung jawab™."

Pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan narapidana yang
dipergunakan di Indonesia untuk mendidik orang-orang yang telah melanggar hukum,
mereka diperlakukan sebagaimana manusia biasa dengan memperhatikan
kekuarangan yang terdapat dalam dirinya. Bukan membalas dendam atau menyiksa

mereka, tapi menuntun mereka kembali ke jalan yang lurus. Dengan ini sistem

1 ihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
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pemasyarakatan ini merupakan suatu sistem cara pembinaan terhadap narapidana
dengan tujuan kembalinya narapidana tersebut ke tengah-tengah masyarakat dengan
kemampuan menjalankan fungsi sosialnya bersama-sama anggota masyarakat
lainnya.

Proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana dalam sistem
pemasyarakﬁtan diberlakukan pada tahun 1965. Tujuan dari penetapan metode
tersebut ialah sebagai petunjuk dan sekaligus landasan bagi petugas Lembaga
Pemasyarakatan di dalam kegiatannya melaksanakan sistem pemasyarakatan. Di
dalam tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar tidak melakukan lagi
tindak pidana, dikemudian hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Yang menjadi dasar hukum dalam sistem pemasyarakatan sesuai dengan
Konsepsi yang terkandung di dalam Pemasyarkatan adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945, terutama sekali perwujudan dari Pasal 31 ayat (1).

2. KUHP Pasal 15 tentang Pelepasan Bersyarat.

3. Peraturan Penjara, Pasal 65 tentang Pemberian Pelajaran Agama dan

Pemberian Pendidikan terhadap Orang-orang di Penjara.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
5. Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemasyarakatan Departemen

Kehakiman Republik Indonesia.
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6. Surat Edaran Direktorat Pemasyarakatan yang berwujud Pemasyarakatan

sebagai proses yaitu Surat Edaran Nomor KP. 10.13/3/1 tanggal 8
Februari 1965.
Adanya penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum
ada pidana hilang kemerdekaan belum ada penjara. Pada zaman kuno, hanya dikenal
pidana mati, badan, buéhg, kerja paksa. Sistem pidana kuno tersebut ternyata gagal
dalam memberantas kejahatan, (dianggap sangat kejam dan bengis dalam
pelaksanaannya). Awal abad ke-17, bersamaan timbulnya gerakan perikemanusiaan
dan dilanjutkan lahirnya aliran pencerahan diabad ke-18, menyebabkan sistem pidana
kuno berubah menjadi sistem pidana hilang kemerdekaan yang berakibat pidana
hilang kemerdekaan menjadi pidana pokok hampir di seluruh kawasan eropa dan
daerah jajahannya.
Sistem pidana penjara mulai di kenal di Indonesia melalui KUHP (wet Boek
Van Strafrecht), tepatnya pada Pasal 10 KUHP yang mengatakan “pidana terdiri atas :
a) Piadana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan
pidana tutupan

b) Pidana tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-
barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sebagai akibat adanya sistem pidana penjara, maka lahirlah sistem kepenjaraan

dengan berlandaskan kepada Reglement Penjara. Sebagai tempat atau wadah

9 Ydral Pemerpan Sistem Pemasyarokowm  Dalam Proses Pembinaan  Narapidana,
Universitas Bune Hatta, Padang. 2008 him 30-35.
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pelaksanaan dari pidana penjara adalah rumah-rumah penjara. Rumah penjara adalah

rumah yang digunakan bagi orang-orang terpenjara/orang hukuman.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan
menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu,
semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undaﬁg-Undang Dasar 1945. bagi bangsa Indonesia
pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek
penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi
social, serta melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang
dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan.

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo pada tanggal
5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu
hukum oleh Universitas Indonesia. Lebih lanjut kutipan pidato tersebut
mengemukakan bahwa:

Di bawah pohon beringin pegayoman telah kami tetapkan untuk menjadi

penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana

penjara kami rumuskan: di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana
agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat

Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah

pemasyarakatan.

Gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu sistem
pembinaan terhadap narapidana Indonesia menggantikan sistem pemenjaraan pada

tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di

Lembang Bandung. Pemasyarakatan dalam koferensi ini dinyatakan sebagai suatu
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sistem pembinaan narapidana dan merupakan pengejewantahan keadilan yang
bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang
telah dilaksanakan sejak lebih 35 tahun tersebut semakin mantap dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 1‘.7.' tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Dengan Undang-Undang ini maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu
system pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa: Sistem
Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan
dan pelayanan pendidikan, serta penghormatan harkat dan martabat manusia.
Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk
berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Konsep ini pada dasarnya
merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep dasar sebagaimana termuat dalam 10

(sepuluh) prinsip Pemasyarakatan.”

' Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara Dar Sangkar Memyju Sanggar Unmk Menjadi
manusia Mandiri, Tarein, Jakarta, 2008. him 121-125.
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D. Penerapan Konsep Labor Education/ Pembinaan Keterampilan Kerja di

Lembaga Pemasyarakatan

Pada tahun 1992 dan 1993 pembinaan narapidana dapat dikatakan cukup
berhasil dengan meningkatnya jumlah narapidana yang mendapat remisi, asimilasi,
pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pembinaan keterampilan sebagai
hasil kerja sama dengan berbagai instansi (Depaﬁemen Sosial, Departemen
Tenaga Kerja dan Departemen Perindustrian) meskipun berjalan dengan baik dan
telah dirasakan manfaatnya, masih perlu lebih ditingkatkan di tabun-tahun
mendatang. Peralatan dan  perlengkapan bengkel kerja pada Lembaga
Pemasyarakatan perlu mendapatkan penggantian untuk meningkatkan kualitas
produksinya. Khusus bagi para tahanan diberikan pula kegiatan yang positif sebagai
pengisi waktu selama mereka berada dalam tahanan seperti kegiatan olahraga dan
kegiatan sukarela untuk turut serta dalam kegiatan keterampilan yang ada.

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah
satunya adalah pemberian latihan kerja/ Labor Education dan produksi kepada
narapidana. Diberikannya latihan kerja dan produksi bertujuan agar narapidana dapat
melakukan sebuah kegiatan kerja yang produktif dan berguna baik dalam rangka
memenuhi kebutuhannya sendiri di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui
mékanisme yang ada mimmal untuk kebutuhan bahan makanan dan kesehatan
maupun untuk keluarga narapidana itu.

Dengan demikian, negara tidak akan begitu besar mengeluarkan biaya

pembinaan narapidana. D1 samping itu, hubungan narapidana dengan keluarganya
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tentu tak akan terputus dan setelah bebas dari lapas narapidana itu mempunyai
keahlian dan keterampilan kerja yang cukup guna bekal hidup normal di tengah
masyarakat.52

Perumusan sistem Pemasyarakatan sebagal suatu tatanan mengenai arah dan
batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehiﬁgga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat. Dan dapat aktif berperan dalam pembangunan
dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, melalui
program kemandirian keterampilan kerja/ Labor Education sehingga diasumsikan
Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dua fungsi utama yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Lembaga Pendidikan (Lemdik)

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pendidikan bertujuan untuk
membina, mendidik, membimbing narapidana agar memiliki kualitas ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual,
mempunyai sikap dan perilaku positif, sadar hukum, berkepribadian Pancasila,
integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi
secara Sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalami seluruh

masa pidananya.

52 httn/lamany dimennas oo id/ diknnmno tanpoal 2 Feohran 2000 Tam 20 00 WIR
T menpas g0.1¢/, Cixunjunm fanggal 2 FEDnian JUUH, SaIR S5 s
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2. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pembangunan (Lembang)

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Jembaga pembangunan bertujuan
menyiapkan warga binaan Pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan
keterampilan, keahlian sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan sebagai
modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat
bebas secara baik dan bertanggung jawab. Inilah makna dari sangkar menuju
sanggar guna membangun manusia mandiri.

Pada hakikatnya Program pembinaan kemandirian dalam sistem
Pemasyarakatan adalah merupakan pengej awantahan dari program perlindungan
dan pemajuan Hak Asasi Manusia terutama dalam kaitannya dengan hak atas
pnghidupan dan hak atas pekerjaan. Sejalan dengan pemahaman tersebut, dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
menyebutkan bahwa system Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka
membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab
di masyarakat sebagai tempat ajang hidup dan penghidupannya.

Berdasarkar orientasi tersebut, kegiatan-kegiatan pembinaan yang
dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sedapat mungkin diupayakan agar
mendorong terciptanya iklim yang kondusif, serta memberikan peluang kepada

narapidana untuk mengembangkan potens diri yang di wujudkan dalam bentuk
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kegiatan kerja produktif sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, dan
keterampilan, atau keahlian yang dimiliki.”?

Penerapan konsep Labor Education/ pembinaan keterampilan kerja untuk para
tahanan di penjara sudah terlaksana dengan dikeluarkannya Standard Minimum Rules
for the Treatment of Prisoners pada tahun 1955 di Jenewa yang terdiri dari 95 Pasal
yang mengatur perlakuan terhadap tahanan oleh setiap Negara yang menjadi anggota .'
dari PBB.

Dalam hal pengaturan masalah Labor Education di dalam aturan tersebui
diatur dalam dalam Bab 1I yang mengatur masalah Penerapan Aturan Untuk Spesial
Kategori dalam hal ini masalah pembinaan keterampilan Kerja yang di muat dalam
Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 Standard Minimum Rules For The Treatment of
Prisoners yang mana bunyi Pasal 71 menyatakan bahwa:**

Ayat (1) Pekerja Penjara tidak harus menjadi derita seperti yang di alami

Ayat (2) Semua tahanan di bawah hukuman wajib untuk bekerja, persoalan
fisik dan kemampuan mental tahanan di tentukan oleh klinik
kesehatan.

Ayat (3) Pekerjaan yang cukup sangat berguna untuk melengkap: tahanan

bekerja secara aktif pada setiap hari kerja yang normal.

»

2 Adi Suiatmo, Op. cif, him 136-137
5% Gtandard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, Part 11, Rules Applicable to
Special Categories , A. Prisoners Under Sentence, Work, Geneva 1955.
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Ayat (4) Sejauh memungkinkan bekerja berguna untuk mempertahankan
atau meningkatkan tahanan, dan kemampuan untuk memperoleh
kehidupan yang baik setelah bebas.

Ayat (5) Pelatihan keterampilan kejuruan dan perdagangan berguna bagi
kemampuan tahanan untuk mendapat keuntungan khususnya bagi
tahanan yang muda

Ayat (6) Dalam batasan yang cocok dengan seleksi kejuruan yang pantas
dan dengan syarat disiplin dan administrasi institusi, tahanan akan
mampu memilih tipe pekerjaan yang mereka harapkan untuk
dilakukan.

Pasal 72 Ayat (1) Organisasi dan metode pelatihan kerja di penjara sama atau hampir
sama dengan pelatihan pekerjaan di luar penjara supaya dapat
menyelamatkan tahanan dari kondisi kehidupan pekerjaan yang
normal.

Avat (2) Ketertarikan tahanan dengan latihan kejuruan mereka ikuti, tidak
harus menjadi bawahan untuk maksud mendapat keuntungan dar1
hasil industri dan nstitusi.

Pasal 73 Ayat (1) Industri Institusi yang lebih baik dan perusahaan seharusnya
menjadi operasi secara langsung oleh administrasi dan tidak oleh
kontraktor pribadi

Avyat (2) Tahanan adalah pekerja yang tidak di kontrol oleh petugas

administrasi, mereka selalu berada di bawah pengawasan dan
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institusi pribadi. Kalau kerja adalah untuk departemen
pemerintah untuk gaji normal penuh seperti kerja yang mrnjadi
bayaran untuk administrasi oleh orang untuk memenuhi
kebutuhan buruh, laporan akan diambil dari hasil/ produksi
tahanan.

Pasal 74 Ayat (1) Tindakan pencegahan yang diambil untuk melindungi keselamatan
dan kesehatan dari kebebasan bekerja akan menjadi sama yang
diamati oleh lembaga.

Ayat (2) Ketentuan yang dibuat untuk mengganti kerugian kepada tahanan
terhadap kecelakaan kerja, termasuk penyakit saat melakukan
pekerjaan, dan masa-masa kurang baik dari pada memperpanjang
oleh hukum untuk kebebasan bekerja.

Pasal 75 Ayat (1) Maksimum harian dan jam bekerja minggu tahanan ditetapkan oleh
hukum atau oleh peraturan administrasi, diambil dari laporan
aturan lokal atau kebiasaan dalam menghormati pekerjaan orang
vang bebas.

Ayat (2) Waktu yang tetap akan ditinggal satu hari untuk istirahat dalam
satu minggu dan waktu yang cukup untuk pendidikan dan aktifitas
lain sebagai bagian perawatan dan rehabilitasi tahanan

Pasal 76 Ayat (1) ketentuan ini akan menjadi sistem yang pantas untuk pemberian

gaj pekerja tahanan.
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Ayat (2) Di bawah sistem, tahanan akan diizinkan untuk menghabiskan
kurang lebih sebahagian pendapatan mereka pada jumlah yang
diterima untuk digunakan oleh mereka sendini dan untuk
mengirim pendapatan mereka ke keluarga mereka.

Ayat (3) Sistem itu seharusnya juga menyediakan bahwa sebagian dari
penghasilannya seharusnya menjadi simpanan oleh Lembaga
agar menjadi sebuah tabungan dana untuk diserahkan ke tahanan
pada saat kebebasannya

Pasal 77 Ayat (1) Ketetapan/ syarat sebaiknya di buat untuk pendidikan semua
tahanan dengan cara demikian, pendidikan bagi tahanan yang buta
huruf dan tahanan muda sebaiknya menjadi kewajiban dan
perhatian khusus yang harus dibayar oleh Lembaga.

Ayat (2) Sejauh dapat di laksanakan, pendidikan tahanan seharusnya di
gabungkan dengan sistem pendidikan negara, jadi setelah mereka

bebas mereka bisa melanjutkan pendidikannya tanpa ada kesulitan.
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Sedangkan di Indonesia telah memberlakukan pembinaan kepada warga

binaan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang terdapat

dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

QMo o TR

Pengayoman,

Persamaan perlakuan dan pelayanan;

Pendidikan;

Pembimbingan;

Penghormatan harkat dan martabat manusia;

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang
terientu.

Dan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam

Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut:

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang

berkaitan dengan :

~EG e a0 o

Ketaqwaan kepada tuhan Yang Maha Esa;
Kesadaran berbangsa dan bernegara;
Intelektual;

Sikap dan perilaku;

K esehatan jasmani dan rohani;

Kesadaran hukum;

Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
Keterampilan kerja; dan

Latihan kerja dan produksi

Selain dari peraturan di atas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

diatur masalah pembinaan narapidana yaitu:
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Pasal 1 Ayat (2) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketagwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik
Pemasyarakatan.

Ayat (3) Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan
warga binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau
latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Pasal 29 Ayat (1) Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau
premi

Ayat (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 29 yang dimaksud dengan premi yaitu imbalan jasa yang
diberikan kepada narapidana yang mengikuti latthan kerja sambil berproduksi,
sedangkan yang dimaksud dengan upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada
narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh
keuntungan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan keterampilan
kerja/ Labor Education untuk tahanan sudah diterapkan di Indonesia dan sudah
berjalan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang yang mengatur
tahanan dalam hal pembinaan khususnya pembinaan dengan memberikan bekal

keterampilan kerja.
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E. Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan artinya pengembalian narapidana yang telah selesai
menjalani hukuman ke tengah-tengah masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat
sangat menentukan dalam membina narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sebelum
mereka terjun ke masyarakat demi pembinaan narapidana tidak akan berhasil tanpa
adanya partisipasi dari masyarakat, sebab bagi masyarakat yang mempunyai
pandangan negatif terhadap narapidana maupun bekas narapidana akan menyulitkan
bagi narapidana untuk mendapatkan kesempatan bekerja, belajar, dan keterampilan
lainnya.

Masyarakat adalah merupakan tempat bagi narapidana untuk kembali
menjalani fungsi sosialnya di tengah-tengah masyarakat, tapi tidak jarang pula bagi
narapidana pada saat kembali ke masyarakat mengalami hambatan dalam
penyesuaian diri dan salah satu penghambat penyesuaian diri ini adalah karena
anggapan dari masyarakat bahwa meskipun mereka telah habis menjalan1 masa
hukumannya, tetap dianggap penjahat.

Untuk dapatnya narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat, penting
sekali ditingkatkan partisipasi masyarakat oleh para penegak hukum, khususnya bagi
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menanggulangi timbulnya kejahatan bagi
narapidana sehabis menjalani masa pidananya dan tidak mengulangi lagi perbuatan
jahatnya itu. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu menggali dan
memanfaatkan potensi mayarakat sebagai wadah hidup dan kehidupan bekas

narapidana dalam kegiatan bimbingan lanjutan, sebelum memanfaatkan potensi
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masyarakat terlebih dahulu mengetahui sikap anggota masyarakat terhadap bekas
narapidana.

Pada hakikatnya sebagian anggota masyarakat menganggap bahwa bekas
narapidana adalah penjahat, yang pribadinya tidak dapat diperbaiki lagi, pandangan
masyarakat seperti itu harus dihilangkan melalui penyuluhan hukum secara intensif
dan apabila masalah tersebut sudah dapat ditanggulangi, kemudian mengikutsertakan
tokoh masyarakat dalam kegiatan bimbingan lanjutan seperti:

a. Alim ulama / pemuka agama
b. Guru/Pendidik
c. Pemuka masyarakat

Mengetahui dan mendekati pemuka masyarakat, sehingga merangkul tokoh
yang diharapkan dapat berperan dalam kegiatan bimbingan lanjutan dan menyentuh
hati nuraninya, sehingga akhirnya mereka menyadari bahwa masalah bekas
narapidana sebagai anggota masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu
sendiri secara keseluruhan.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mengurang: stigma, bagi
negara yang felah menjalam tahap pertama maka narapidana tersebut mulai
dikenalkan dengan masyarakat luas secara berangsur-angsur misalnya: diberi
kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat luar seperti menerima
tamu, mengadakan surat menyurat tanpa pengawalan yang ketat, apabila diperoleh

kemajuan pada tahap ketiga narapidana dapat menyatu dengan masyarakat walaupun
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diawasi, tapi tidak seperti tahap sebelumnya yang disebut asimilasi keluar yang antara

lain dapat berupa 35
a. Mengikuti pendidikan di sekolah umum
b. Ikut beribadah dengan masyarakat lnar
¢. Berolah raga dengan masyarakat luar

d. Bekerja pada instansi dan pihak swasta di luar

F. Pengertian Narapidana

Masalah narapidana pada saat ini merupakan pembicaraan yang cukup urgen
dibicarakan, karena tindakan atau perbuatan narapidana itu merupakan subjek tindak
pidana, sedangkan objeknya adalah sasaran dari perbuatan yang dilakukan atau yang
menjadi korban.

Narapidana merupakan orang yang telah dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan di Lembaga
Pemasyarakatan. Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan narapidana agar dapat
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan sebagai
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Penempatan narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan mendapat perhatian sejak sebelum adanya Lembaga
Pemasyarakatan, seperti yang disebutkan dengan penjara sebagai tempat

melaksanakan pencabutan kemerdekaan.

5 Vdral, Log, cit
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Penempatan narapidana sangatlah penting diperhatikan untuk mencapai tujuan
Pemasyarakatan. Dengan berkumpulnya sesama narapidana diharapkan tidak timbul
gejala yang justru mengubur hakekat sistem pemasyarakatan, misalnya berkumpul
antara narapidana yang berasal dari kejahatan yang berat dengan pelanggaran
kejahatan ringan, masih bersatunya penempatan narapidana pria dan wanita dan anak-
anak dengan orang dewasa.

Pada awalnya narapidana ini merupakan seseorang yang melakukan tindak
pidana yang diproses dari awal oleh aparat penegak hukum. Proses pertama yang
dilakukan oleh penegak hukum yang dilaksanakan pihak kepolisian adalah
melakukan penyidikan serta penyelidikan yang karena adanya pelaporan atau
pendugaan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana, maka orang yang diperiksa itu
disebut dengan tersangka atau orang yang diduga.

Jadi yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang disangka
melakukan tindak pidana dan dilakukan penyidikan. Jika di pandang dari segi hukum,
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana pada Pasal 1 butir 14
menyatakan yang dimaksud dengan tersangka adalah : “Seseorang yang karena
perbuatannya dan keadaannya berdasarkan bukti-bukti permulaan, patut diduga
sebagai pelaku tindak pidana™.

Proses yang kedua adalah di bidang penuntutan atau di bidang kejaksaan
bahwa nama ataupun sebutan pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa. Jika yang
dimaksud dengan terdakwa adalah seseorang yang telah terbukti menurut unsur-unsur

pembuktian melakukan tindak pidana. Dipandang dari segi hukum, menurut Kitab
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Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditegaskan pada Pasal 1 butir

15 menyatakan bahwa terdakwa : “Seseorang tersangka yang dituntut diperiksa dan
diadili di sidang peradilan”. Sedangkan di dalam proses yang ketiga yaitu di dalam
persidangan yang dihadiri oleh aparat penegak hukum yaitu Hakim Ketua dan Hakim
Anggota yang disebut sebagai Hakim yang bermajelis beserta Jaksa sebagai Penuntut
Umum dan Panitera Pengganti serta terdakwa dan pengunjung.

Di dalam proses yang ketiga ini, jika Hakim telah memutus perkara itu dan
menyatakan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana maka
kepadanya dijatuhkan hukuman dan pada saat itulah pelaku tersebut dinyatakan
sebagai narapidana. Jadi yang dimaksud dengan narapidana menurut hukum yang
terdapat dalam Pasal 1 butir 32 KUHAP adalah : “Sesorang yang terpidana
berdasarkan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap™.
Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah seseorang yang sedang
menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan Hakim yang
telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Dalam Undang-Undang Republik
Indonsia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah : “Terpidana adalah
orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan™.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari
pada pelaku tindak pidana itu mulai dar1 proses yang pertama kali sampai menjalani

hukuman yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu :
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b. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal
ini diatur pada pasal 1 butir 14 KUHAP.

c¢. Terdakwa yaitu seseorang tersangka yang dituntut dan diperiksa serta diadili
di sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP.

d. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hal ini diatur dalam Pasal
1 butir 32 KUHAP.

e. Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman di dalam suatu
Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.’ 8

% Ihid him 45-4%
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep Labor Education/ Keterampilan Kerja Melalui
Penerapan Pola Binaan Terhadap Warga Binaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I A Padang.

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IT A Padang

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang terdapat beberapa sarana dan
prasarana untuk pembinaan warga binaan dan juga terdapat sarana untuk warga
binaan Lembaga Pemasyarakatan menyalurkan hobinya khususnya dalam bidang olah
raga. Lembaga Pemasyarakatan tersebut pertama kali di bangun pada zaman
pemerintahan Hindia Belanda tahun 1890 dan telah mengalami beberapa kali
perbaikan. Beberapa bagian bangunan Lembaga yang ada pada saat ini adalah
bangunan yang baru di bangun kembali setelah terjadi kerusuhan disertai perusakan
dan pembakaran yang dilakukan oleh narapidana pada tanggal 18 Agustus 1999.

Lembaga Pemasyarakatan Padang termasuk Klasifikasi II A, yang dalam
penyebutannya disingkat menjadi Lapas kelas 11 A Padang, Lembaga Pemasyarakatan
tersebut juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga
Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan anak. Daya tampung
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang secara keseluruhannya adalah 775

s 2 <
i - 4
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orang.”’ Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Padang tersebut terletak di Jalan Maura
No. 42 Kelurahan Kampung Berok dengan luas keseluruhannya adalah 3 (tiga) Ha’®
Meskipun beberapa bagian dari bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
A Padang merupakan bangunan yang baru dibangun yaitu setelah terjadi kerusuhan
pada tanggal 18 Agustus 1999, namun kenyataannya bangunan Lembaga
Pemasyarakatan tersébut masih merupakan bangunan tua yang dibangun pada zaman
penjajahan Belanda, sehingga masih menitikberatkan pada pendekatan keamanan
(security approach) sebagai pencerminan unsur punishment.””
Adapun bangunan-bangunan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
11 A Padang tersebut, terdiri
1. Ruang Penyelenggaraan
a. Ruang Administrasi, adalah tempat terselenggaranya semua kegiatan
proses administrasi sehubungan dengan proses Pemasyarakatan
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sifat dari ruangan-ruangan
tersebut adalah sebagai kantor.
b. Ruang penerimaan, adalah tempat terselenggaranya penerimaan bagl

narapidana yang baru datang di Lembaga Pemasyarakatan.

57 1 emhaga Pemacyarakatan Kelas If A Padang, Sejarch Lembaag Pemasyarakatan Kelas |

ka Seiarah rakata g II
A Padang. Padang, 2001

** Ibid.

* Ibid.hal 16.
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¢. Ruang kunjungan, adalah tempat terselenggaranya pertemuan dengan
keluarga, teman dekat dan lain-lain
2. Blok Hunian, masing-masing blok hunian masih dibagi-bagi lagi atas kamar-
kamar. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang terdapat 5 (lima) blok
hunian dan ditambah 2 blok tambahan, yang masing-masing blok terdiri dari
beberapa kamar den@ berbagai kapasitas.®’ Adapun pembagian blok
tersebut vaitu terdiri dari:*’
a. Blok A terdiri dari 8 (delapan) Kamar
b. Blok B terdiri dari 9 (sembilan) Kamar
¢. Blok C terdiri dari 3 (tiga) Kamar
d. Blok D terdiri dari 3 (tiga) Kamar
e. Blok G terdiri dar 1 (satu) Kamar
f Blok Anak terdiri dari 2 (dua) Kamar
g Sel Dapur terdiri dari 2 (dua) Kamar
3. Ruang Pembinaan, mehputi:
a. Bengkel kerja, tempat narapidana melakukan kegiatan pertukangan
b. Hall, tempat rekreasi, mengadakan upacara-upacara dalam gedung,
ceramah umum.

¢c. Mespd

“ 1hid

' Ihid, hal 25

62 Wawancara dengan Majesi Ardi, Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas 1l A Padang,
tanggal 4 Februari 2009, jam 10.00 WIB.
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d. Bangunan tempat menampung kegiatan agama kristen, sebagai tempat

pembinaan rohani
e. Gudang, tempat untuk menyimpan peralatan olah raga, pertukangan dan
lain-lain.*’
Selain bangunan-bangunan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IT A Padang yang telah dikemukakan diatéé, adapun struktur Organisasi yang terdapat
di Lembaga Pemasvarakatan Kelas II A padang tersebut yaitu terdiri dari-®*
1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
2. Sub Bagian Tata Usaha
a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
b. Urusan Umum
3. Seksi Bimbingan Narapidana
a. Subseksi Registrasi
b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
4. Seksi Kegiatan Kerja
a. Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
b. Subseksi Sarana Kerja
5. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
a. Subseksi Keamanan

b. Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

531 embaga Pemacyarakatan Kelas IT A Padang, Loc. 72
® Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang, Struktur  Organisasi  Tembaga
Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang, Padang, 2007.
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6. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Dari bagian struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang

diatas, maka tugas masing-masing bagian yaitu sebagai berikut:

1.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan
dan tata tertib serta pengelolaan taﬁ usaha yang meliputi urusan
kepegawaiaan, keuangan dan rumah tangga.
Sub Bagian Tata Usaha
Berfungsi mengkoordinasikan pe!aksanaan tugas ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi
dan fasilitatif Lembaga Pemasyarakatan
a. Urusan Kepegawaian dan Keunangan
Berfungsi melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam rangka kelancaran tugas Lembaga Pemasyarakatan.
b. Urusan Umum
Berfungsi melaksanakan urusan tata persuratan perlengkapan dan
kerumahtanggaan Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.
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3. Seksi Bimbingan Narapidana
Berfungsi memberikan bimbingan kepada narapidana berdasarkan
peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan
narapidana kembali ke masyarakat
a. Subseksi Registrasi
Berfungsi melakukan dan membuat peﬁdataan statistik dan
dokumentasi narapidana.
b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
Berfungsi melaksanakan pembinaan mental/ rohani dan fisik serta
meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana.
4. Seksi Kegiatan Kerja
Berfungsi menkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan
latihan kerja serta pengelolaan hasil kerja.

a. Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
Berfungsi memberikan bimbingan dan peraturan kerja serta
pengelolaan hasil kerja.

b. Subseksi Sarana Kerja
Berfungsi untuk mempersiapkan, mengeluarkan, menyimpan

! fasilitas sarana/ peralatan kerja berdasarkan kebutuhan.
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5. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan
dan tata tertib serta mengatur jadwal tugas dan penggunaan
perlengkapan.
a. Subseksi Keamanan
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